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ABSTRAK

Pernikahan satu suku atau satu marga merupakan larangan pernikahan yang
ada pada masyarakat adat Desa Simalinyang. Hal ini karenakan tatanan hukum adar
memandang pernikahan satu suku atau satu marga adalah pernikahan yang terjadi di
dalam satu keluarga atau. satu persusuan dimana memiliki pengertian bahwa kedua
belah pihak mempelai masih terdapat adanya.hubungan kekeluargaan atau hubungan
darah diantara kedua belah pihak mempelai. Pada dasarnya pernikahan atau
perkawinan satu suku atau satu marga boleh dilaksanakan dan sah dalam aturan atau
tatanan hukum agama islam, namun bagi masyarakat Desa Simalinyang hal tersebut
bertentangan dengan tatanan hukum adat desa tersebut.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga (studi di
Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar) dan Apakah hambatan
dalam pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu marga(studi
di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian-ini adalah penelitian
Obsevational Research ( penelitian lapangan ) dengan menggunkan metode alat
pengumpul datayaitu dengan cara melakukan wawancara Tanya jawab. Penelitian ini
juga mengunakan Metode Survey yang bersifat Deskriptif Analisis yaitu dengan cara
meneliti secara langsung terhadap data yang ada serta dengan didukung data primer
dan data sekunder.

Dari hasil penelitian’ ditemukan _bahwa, Pelaksanaan sanksi adat di Desa
Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri ' Tengah Kabupaten Kampar masih berjalan dan
terlaksana, dan untuk denda masih dilaksanakan di desa tersebut, seperti di kucilkan
dari kampung, membayar denda satu ekor kerbau putih dan kehilangan hak secara
adat. Dan Hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan sanksi adat di Desa
Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar adalah karena
kurangnya pengetahuan orang tua tentang adat istiadat yang ada di Desa Simalinyang
ini, sehingga terjadinya perkawinan sesuku di‘desa tersebut, hal ini karena masyarakat
Desa Simalinyang berpatokan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sanksi Adat, Perkawinan, Sesuku, Simalinyang,
Kampar.
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BAB |

PENDAHULUAN

berjudul - e . ah_hukum adat yang
dikemukakan ol < Horgr nje ket ; asyarakat di Indonesia tidak
mengetahui it A
Belanda ya ername ; an pemakaian istilah hukum
adat atau ya ‘ an_nama adatrecht da 0 poet ya yang diterbitkan

kedalam sebuah buk iki tema an Nederland-Indie, maka

sangat tidak terbantahkan lagi. Menurut pendapat ahli hukum adat yang bernama Van
Vollenhoven dalam penelitiannya yang diterbitkan kedalam sebuah buku
megemukakan pendapat bahwa populasi asli penduduk Indonesia semenjak ribuan

tahun yang lalu bahkan jauh sebelum adanya penjajahan Belanda telah memiliki

! Yanis Maladi, Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen, Jurnal
Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Oktober
2010.



peraturan-peraturan atau norma-norma hukum sendiri, yang pada masa sekarang ini
istilah tersebut dikenal dengan nama hukum adat.?

Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat tidak akan pernah bisa dipisahkan
dalam setiap kegiatan sehari-hari. Adat istiadat-dalam masyarakat merupakan sebuah
kebiasaan merupakan warisan nenek moyang yang telah ada dari generasi ke
generasi. Adat iIstiadat merupakan ‘benttik swarisan yang bersifat sakral sehingga
memiliki ‘Integrasi yang kuat dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat.
Setiap daerah biasanya memiliki adat istiadat tertentu baik yang berbentuk tertulis
ataupun tidak tertulis. Namun, meskipun sejatinya adat istiadat merupakan aturan
yang dibuat untuk diterapkan pada daerah tertentu, terdapat juga beberapa daerah
yang memiliki-adat yang mirip. Salah satunya adalah adat istiadat tentang larangan
untuk kawin satu suku atau dikenal dalam istilah adat yang disebut sasuku seperti di
Sumatra Utara, Riau dan Sumatera Barat.’

Untuk meneruskan garis keturunan yang menjadi gerbang sah maka
diperlukan pernikahan. Agama memerintahkan untuk seluruh umat manusia untuk
melakukan pernikahan. Di setiap hamper seluruh lapisan masyarakat dan suku bangsa
yang ada di dunia menganggap perkawinan.adalah sebuah fase atau tahapan dalam
kehidupa manusia yang memiliki peranan yang sangat penting. Pernikahan
terselenggara wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, baik untuk kedua calon

mempelai maupun untuk pihak keluarga yang melakukan pernikahan itu. Untuk

2Hayatul Ismi, Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukukm Adat Dalam Berperkara di
Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, BKK Fakultas Hukum Universtas Riau,
Pekanbaru, November 2012.

} Wenny, Suzalfina, Perkawinan Sesuku di Desa Sawah Kecematan Kampar Utara
Kabupaten Kampar. Riau, Skripsi Tidak Diterbitkan. (Pekanbaru: Universitas Riau; 2013) him 22.



itulah ajaran Agama Islam membuat aturan pernikahan agar mendapatkan nilai
kepastian hukum tentang pernikahan.*

Didalam peraturan atau istilah hukum adat maka kata pernikahan itu ialah
segala sesuatu pribadi, urusan.derajat, urusan masyarakat, urusan keluarga, serta
urusan kerabatan antara satu sama lain yang berbeda-beda dalam hal hubungannya.’
Salah satu yang menjadi tujuan-pernikahan yang terjadi untuk masyarakat hukum adat
dalam hal kekerabatan ialah sebagali upaya dalam hal meneruskan silsilah atau
keturunan dan juga mempertahankan keturunan menurut garis keturunan patrilineal
(garis keturunan bapak) atau garis keturunan matrilinela (garis keturunan ibu) serta
garis keturunan ibu dan bapak, yang berfungsi mencari kebahagian dalam rumah
tangga, serta mencapai nilai-nilai yang terkandung di dalam kedamaian, budaya, adat,
serta mempertahankan ahli waris.®

Terdapatnya pola pikir atau pandangan iyang berbeda ini akan mengacu
kepada permasalahan sosial yang timbul di masyarakat. Berdasarkan aturan-aturan
tentang perkawinan yang ada dalam sebuah masyarakat, contohnya adanya pemikiran
yang berbeda sehingga timbul persepsi yang berbeda dapat berujung kepada konflik
yang berkepanjangan, padahal -perkawinan.yang sebetulnya terjadi telah sesuai
dengan kehidupan umat Islamyang sedemikian rupa telah diatur dalam agama Islam

masih saja terjadi perbedaan pandangan.’

“Ahmad Fahmi, Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang
Berdasarkan Syar'iat Islam, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 1, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,
Palembang, Juni 2019.

> B. Ter Haar Bzn, Asas — Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001,
him. 159.

® Ulfia Hasanah, Hukum Adat, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru,
2012, him. 75-76

" Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2019), him. 263



Berdasarkan peraturan adat yang ada di Negara Republik Indonesia tentang
Perkawinan, perkawinan itu bukan saja hanya kepada hubungan perjanjian secara
perdata saja, juga melainkan perikatan secara adat juga, dan juga
perikatan yang berkenaan .dengan tata cara serta
adab_.dalam berkerabat dan bertetangga. Kebanyakan suku-
suku yang berada di dalam wilayah negara Indonesia mengenai pernikahan, terdapat
pernikahan yang dilakukan secara adat-istiadat. Dimana sebuah proses pernikahan
yang dilakukan menurut adat-istiadat ini adalah sebuah proses pernikahan menurut
adat-istiadat yang dijalani oleh kedua calon pengantin dilalui menurut sebuah proses
perkawinan adat-istiadat. Apabila tidak mengikuti upacara adat maka perkawinannya
tidak syah.

Sebuah jalinan kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat
menjadikan pernikahan tersebut tidak dapat terjadi. Berdasarkan hal tersebut yang
terjadi di seluruh daerah Negara Republik Indonesia adanya penafsiran yang berbeda
terhadapa larangan pernikahan antara calon pengantin pria dan calon pengantin
wanita dalam hal hubungan kekerabatan. Contohnya terdapat di beberapa daerah
tertentu melarang adanya pernikahan dengan.salah satu anggota yang masih memiliki
pertalian darah tertentu, sedangkan di beberapa wilayah di Indonesia, pernikahan
diantara keluarga yang memiliki pertalian darah justru sangat disukai.?

Menurut peraturan adat-istiadat atau dengan kata lain hokum adat yang berada

di wilayah hokum Negara Indonesia terdapat 3(tiga) sistem pernikahan, yakni :

® Fia Afifah R, Pernikahan dalam Islam, Ketahui Hukum serta Syarat dan Rukunnya, dalam
https://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-dalam-islam/.DiaksesTanggal 05 Mei 2022.


http://www.orami.co.id/magazine/pernikahan-dalam-islam/
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1. Exogami, yaitu terdapat adat pernikahan yang mengharuskan calon mempelai

pria menikahi calon mempelai wanita yang tidak satu marga atau satu suku

dengan dia, tetapi mewajibkan pernikahan antara pengantin laki-laki dengan

peraturan-peraturan serta tatanan hukum yang dijumpai pada sebuah masyarakat.

Pengertian larangan pernikahan adalah pernikahan tidak bisa dilakukan karena segala

? Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 67-
69.

10 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1991,
Him.7
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sesuatu yang bertentangan peraturan-peraturan serta tatanan hukum yang ada pada

masyarakat tersebut.™

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya larangan perkawinan, salah satu

hubungan timbal balik atau sebab akibat hukum yang mengikat terhadap para anggota
keluarga dari kedua belah pihak. Proses berlangsungnya pernikahan dapat
menyebabkan terjadinya ikatan kekerabatan. Dimana ikatan kekerabatan tersebut

dapat terciptanya kerukunan dan perdamaian.*®

" Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Loc. Cit..
" Ibid.., HIm.264.
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat.... Op. Cit., Him. 70.



Dalam masyarakat di Indonesia pada umumnya, banyak yang melakukan
pernikahan tanpa harus tunduk pada adat istiadat masing-masing pasangan. Populasi
yang berada atau hidup di kota biasanya mempunyai pola pikir yang moderat, dengan
kata lain dapat menerima adat-adat lain selama masih dalam batasan keyakinan dan
aturan serta norma hukum yang ada di Indonesia. Namun, terdapat juga beberapa
golongan yang berada dikalangan “penduduk, JIndonesia yang tetap menjunjung
komitmen terhadap adat-istiadat yang diwariskan oleh Teluhur mereka baik dalam hal
pernikahan maupun hal lain. Masyarakat yang memegang teguh adat istiadat
beranggapan bahwa sebuah proses pernikahan merupakan peristiwa yang sangat
penting atau disebut juga peristiwa sakral dan mesti dijalani sekali seumur hidup.
Disaat sebuah perkawinan bertentangan dengan adat tstiadat dianut, maka pernikahan
tersebut bukan menjadi kebahagiaan namun malah menjadi malapetaka dan aib
dikeluarga mereka. Seperti pada masyarakat yang berada di wilayah masyarakat Desa
Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Masyarakat Desa
Simalinyang memegang kuat adat yang melarang terjadinya perkawinan antar
pasangan yang berasal dari satu suku, atau yang di sebut juga perkawinan sasuku.

Suku atau etnis ialah suatu golongan atau kelompok orang yang dianggap
mempunya hubungan biologis. Suku juga dapat diartikan sebagai suatu komunitas
sosial dalam sebuah sistim maupun budaya mempunyai arti tertentu dikarenakan
bahasa, agama, adat, keturunan serta hal lainnnya. Sebuah etnis dalam adat
masyarakat kampar ialah sekumpulan masyarakat adat yang diketuai oleh ketua adat
atau penghulu, yang dilandasi oleh sebuah garis keturunan dari ibu, juga yang masih

terdapat hubungan pertalian darah.
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Dalam sebuah masyarakat yang beada di wilayah masyarakat Desa
Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar dalam hal

perkawinan menganut sistem perkawinan eksogami yang mana Desa Simalinyang

aturan-atur pera . al hukum adat yang

berlangsung d adals I kesesuai dengan

ketentuan im is sesuai 2tua I'semboyan dan nasihat

bahwa hukum adat

agama, dan hukum

memandang pernikahan satu suku atau satu marga adalah pernikahan yang terjadi di
dalam satu keluarga atau satu persusuan dimana memiliki pengertian bahwa kedua
belah pihak mempelai masih terdapat adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan
darah diantara kedua belah pihak mempelai. Pada dasarnya pernikahan atau

perkawinan satu suku atau satu marga boleh dilaksanakan dan sah dalam aturan atau



tatanan hukum agama islam, namun bagi masyarakat Desa Simalinyang hal tersebut
bertentangan dengan tatanan hukum adat desa tersebut.

Dampak dari menentang larangan perkawinan sasuku adalah disisihkan, diusir
atau terbuang dari masyarakat.adat desa tersebut. Terkait.permasalahan ini sangat
memepengaruhi bagi kehidupan pasangan yang nikah satu suku atau satu marga
dalam lingkungan masyarakat;,terutama dalam, kaum adat. Pasangan kawin sasuku
biasanya akan dikucilkan dari kaum adat dan anak mendapatkan cemoohan di
lingkungan tempat tinggalnya. Faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan
sasuku adalah perasaan cinta dari pasangan yang menjalin kasih. Faktor lainnya ialah
telah berkembangnya pemikiran yang maju dengan dibarengi dengan pola pendidikan
yang juga masih naik tinggi. Pemikiran yang rasional dan faktor ekonomi serta
pengaruh budaya luar yang semakin kuat yang masuk ditengah tengah masyarakat
juga turut berperan dalam/terjadinya pernikahan sasuku. Peran orang tua sangat
penting dalam menghindari terjadinya pernikahan sasuku.. Selain itu akibat dari
perkawinan sasuku ialah dapat membawa aib bagi keluarga sehingga dapat menjadi
bahan gunjingan di tengah masyarakat.'* Akibatwyang ditanggung oleh pasangan
kawin sasuku dapat berbeda-beda pada “tiap-tiap daerah. Masing-masing daerah
mempunyai tradisi serta sistem sanksi sosial yang berbeda. Namun jika terdapat

pasangan yang melanggar akan diberikan ganjaran yang disebut sebagai sanksi.

" Saputri, M. D, Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu
Kabupaten Kampar. (Jurnal Online Mahasiswa FISIP; 2015), 2(2), him 44-51.
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Dimana sanksi yang diberikan akan sesuai dengan peraturan-peraturan atau tatanan
hukum adat istiadat.®

Terdapat 5 (lima) suku yang mendiami wilayah masyarakat Desa

suku atau sebuah
marga yang sa 0 - ; elo berada di wilayah

Desa Simalinyar miliki ana 2 angat pe ini timbul karena

peraturan hukum yang wajib dipatuhi setiap warga yang berada di wilayah
kesukuan lelo.
2. Bahwa Satu orang yang disebut ketua pembuka ditunjuk sebagai ketua adat

persukuan suku lelo, seorang ketua adat kesukuan lelo mempunyai sebuah

> Masykuri, S, Larangan Pernikahan Sesuku Pada Suku Melayu dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Skripsi Tidak
Diterbitkan.(Salatiga: UIN Salatiga; 2016) him 18
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peranan yang sangat penting untuk memberikan aturan-aturan yang berada di

masyarakat adapt kesukuan lelo dalam hal terjadinya perkawinan sesuku.

Adanya larangan Perkawinan sesuku ini bagi masyarakat suku lelo Desa

2. Pernikahan antara Muas dan Nurliana pada tahun 2018, laki — laki nya berasal
dari Desa Simalinyang
3. Pernikahan antara Andi Lelo dan Putri Khadijah pada tahun 2019 mereka

sama — sama berasal dari Desa Simalinyang

4. Pernikahan antara Zaharnis dan Nurhayati pada tahun 2020 mereka sama —

sama berasal dari Desa Simalinyang

11
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5. Pernikahan antara lyan dan Fatimah pada tahun 2021 mereka sama — sama
berasal dari Desa Simalinyang.*®

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa alasan terjadinya pernikahan sasuku

itu bersarti satu saudara. Je ( asal sari suku yang
sejenis sa akat adat lelo di

: ) T ) . i
sebuah de : : s ec. Kampar Kiri
Tengah, da ate ar, salah sat membayar denda atas

terjadinya sebua ika suk ah dengan satt erbau. Namun hal itu

B. Rumusan Masalah
Dari permasalahan yang ada seperti peneliti kemukakan diatas, dalam hal

ini peneliti membuat rumusan masalah penelitian ini adalah :

16 Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,
Hari Jumat, Tanggal 04 Febuari 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

12
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1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku atau satu
marga (studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar)?

2. Apakah hambatan ketika pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan satu

hadap perkawinan satu

Kec. Kampar Kiri

Dari Uraian-uraian yang peneliti sampaikan di atas, adapun yang menjadi
sebuah manfaat dari penelitian ini adalah :
a. Penelitian ini secara teoritis berguna untuk:
(i) Sebagai tugas guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S1/Strata Satu) pada Fakultas Hukum Universitas

Islam Riau.

13
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(i) Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum terutama

dalam Hal pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku

(studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah

hukum adat dengan istilah living law yang memiliki sebuah pengertian bahwa
hukum yang berada ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal antropologi dan
sosiologi, peraturan adapt atau dengan istilah lain disebut hukum adat mempunyai
sebuah keunggulan tersendiri, hal ini karena hokum adat memiliki sebuah
kedekatan di masyarakat. Peraturan-peraturan adat atau dengan kata lain disebut

juga dengan nama Hukum adat adalah sebuah peraturan-peraturan atau hokum

14



yang tidak tertulis, hal ini dikarenakan peraturan-peraturan atau hukum adat itu
muncul atau lahir dari sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat.*’

Peraturan-peraturan adat atau dengan kata lain disebut juga dengan nama
Hukum adat_merupakan sebuah peraturan-peraturan hukum yang mempunyai isi
tentang peraturan-peraturan adat-istiadat yang berada di keseluruhann wilayah
negara Indonesia yang kebanyakan:adalah-hokum yang tidak tertulis, hokum yang
berada dalam keanekaragaman, dikarenakan Negara Indonesia merupakan Negara
yang terdiri dari ribuan etnis suku tersebut mempunyaiadapt-istiadat yang
bersumberkan kepada pola fikir masing-masing adat tersebut. Pemrakarsa
pemakaian kata hukum adat adalah seorang tokoh yang berasal dari Belanda yang
bernama Snouk Hurgronje, Beliau pertama kali yang-mencetuskan istilah
adatrecht dalam sebuah karyanya “De Atjehers”, Sebuah buku yang memiliki isi
tentang permasalahan-permasalahan adat-istiadat suku-suku yang berada di
daerah Aceh. Untuk berikutnya pemakaian kata hukum adat ini diprakarsai
seorang tokoh yang bernama Van Vollenhoven®®.

Pengertian istilah kata hukum adat menurut. tokoh yang bernama Soepomo
dan Hazairin dan dikutip oleh Bushar.Muhammad ialah : “Peraturan-peraturan
atau dengan kata lain hukum yang memiliki aturan tentang bagaimanakah pola
tingkah laku masyarakat Indonesia di atur dalam hal ikatan hubungan antara satu
sama lain, baik itu adalah kebiasaan atau kesusilaa maupun sebuah kelaziman

yang betul-betul tumbuh dalam kehidupan masyarakat adat Negara Indonesia

| Made Widnyana, Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Fikahati
Aneska, Jakarta, 2013, HIm.113.
'8 Ridwan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999,HIm.9.
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karena dipercayai dan dilindungi oleh setiap masyarakat, ataupun yang
melambangkan tentang seluruh aturan yang berkaitan terhadap hukuman atas
kesalahan yang telah ditentukan dalam sebuah keputusan adapt, yakni seseorang
atau sebagian.erang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan dalam hal pemberian
sebuah keputusan dalam kelompok masyarakat adat itu, adalah terdiri dari hakim,
ketua adapt, wali tanah, pembantu lurah; penghulu agama, lurah.™

Adapun terdapat gagasan lain menyampaikan mengenai hukum adat,
peraturan atau hukum adat adalah sebuah aturan-aturan hukum yang timbul atau
berada ditengah-tengah kelompok yang menunjangnya. Untuk itu, sebagai sebuah
aturan-aturan atau hukum yang tumbuh ia berubah bentuk menjadi sebuah
pandangan-yang asli dari masyarakatnya, peraturan adat atau hukum adat tetap
akan hidup dan tumbuh layaknya hidup dari masyarakatnya itu.*’

Peraturan adat atau_hukum adat ialahisebuah hukum atau aturan tradisi
orang ketika hidup di tengah kelompok. Awal orang diciptakan Allah keatas
permukaan bumi, dan untuk memulai kehidupan dalam keluarga, masyarakat, dan
kemudian negara. Semenjak orang tersebut membina hubungan keluarga, manusia
tersebut membuat aturan yang mengatur.kehidupannya dan seluruh keluarganya
berdasarkan tradisi manusia tersebut. Untuk itu dilihat dari tumbuh kembangnya
kehidupan manusia, timbulnya aturan atau hukum tersebut berasal dari diri sendiri
manusia lambat laun tumbuh menjadi tradisi dan tradisi menjadi adat dari suatu
kelompok. Lama kelamaan kelompok atau masyarakat tersebut menjadikan adat

itu sebagai sebuah peraturan yang disebut aturan adat yang seyogyanya berjalan

19 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991. HIm.19.
0], B. Dalio, Pengantar llmu Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1997. HIm.18.
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untuk keseluruhan kelompok masyarakat, Akibatnya menjadikan sebuah aturan

yang disebut dengan “hukum adat”. Jadi aturan atau hukum adat merupakan

aturan adat yang dikabulkan dan mesti dijalankan dalam kehidupan masyarakat.*

Nama

Faldi Andr
(2021).JO
Fakultas
Hukum
Universitas
Riau
Volume
VIII No. 1
Januari -
Juni 2021

eneliti, terdapat

anaan sanksi adat

arangan pernikahan sesuku
lah terdapatnya
darah,
garis
yang kurang

hubungan
pertemanan yang kurang
luas, putusnya ikatan
kekerabatan, garis
keturunan akan  putus,
adanya  sumpah  kowi.
Adapun  hukuman  dari
kesalahan terhadap
larangan pernikahan satu
suku di Kampar adalah
diasingkan ketika hidup di
masyarakat, diusir  dari
kampung dan dikeluarkan
dari Nagari Lima Koto,
dihukum dengan seekor
lembu, Dihukum dengan
sebesar satu Rangkiang /

2! Hilman Hadikusuma, Pengantar llmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandar

Lampung, 1992. HIm.1.
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Lumbung Padi.

2 | Ferri Sandy | Sanksi Adat 1. Sanksi 1. Lokasi 1. Adapun Faktor penyebab
(2016) JOM | Terhadap Adat Penelitian larangan pernikahan
Fakultas Perkawinan [2. Penyebab |2. Pelaksanaan sesuku adalah adanya
Hukum i terdapatnya pertalian
Volume I darah, hubungan

pertemanan yang kurang
putusnya ikatan
2016 rabatan, garis

runan akan putus.

apun hukuman dari
‘; alahan terhadap
arangan pernikahan satu
ku di Kampar adalah
lasingkan ketika hidup
I masyarakat, diusir dari

1' ampung dan
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_‘ ikeluarkan.

Supaya dapat meng d penelitian dan terhindar dari kesalah
pahaman yang timbul dari arti kata terhadap topic penelitian ini, untuk itu penulis
membuat defenisi terhadap topik tulisan ini yakni :

1. Sanksi adalah

“Elemen dari ketentuan hukum dan berdasarkan hal tersebut bahwasanya bisa

18
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merupakan petunjuk laksana bagian hukum yang modern.?
2. Adat adalah :

“Kebiasaan atau perilaku-perilaku yang ditimbulkan oleh manusia yang

sama dengan kata

berarti sesuatu hal

zaman leluhur suku lelo di sebuah desa yang bernama Simalinyang, terletak di

Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dan Kab. Kampar.

* | Made Widnyana, Hukum Pidana Adat, Op. Cit. HIm.3.

% Ibid..

% Abdulrahman, Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia, Cendana
Press, Jakarta, 1994. HIm. 18.

%> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figih, (Jakarta: hamzah, 2010), him. 209.
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5. Ninik Mamak

Ninik Mamak (Datuk/Penghulu) seseorang yang memimpin suatu suku,.

langka-langka metode seperti dibawah ini :
1. Jenis dan sifat penelitian
Apabila kita melihat jenis penelitian ini, penelitian ini merupakan jenis

penelitian hokum sosiologis, yakni sebuah penelitian dengan melakukan

?® Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. ke-2, him. 2.

%7 Departemen Pendidikan Nasional, .Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka; 2000) .hIlm. 825
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pendekatan serta melihat sebuah kenyataan aturan atau hokum yang berada

ditengah-tengah masyarakat. Penelitian yang peneliti lakukan mengkaji

terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di

Tempat yang dijadikan objek penelitian kali ini dilakukan oleh peneliti
berada di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten
Kampar. dengan alasan bahwa karena Desa Tersebut masih terdapat
pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

21
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Pengertian kata dari Populasi adalah ganungan dari sebuah objek

penelitian yang akan diteliti,

langkah selanjutnya setelah peneliti

menentukan lokasi penelitian, maka peneliti wajib menentukan populasi

ari populasi yang
ng dilakukan oleh

Masyarakat Desa

NO SAMPEL
1 1
2 | Tokoh Masyarakat Desa 1 1
Simalinyang
3 | Pelaku Kawin Sesuku Desa 5 1
Simalinyang Tahun 2017-2021
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4. Data dan Sumber Data

Pada penelitian kali ini, adapun sumber data penelitian ialah :

a. Bahan hukum primer

tulisan ini, peneliti

5. Teknik Pengt ..Q
Tehnik pengu . ita yang.dipakai peneliti untuk tulisan ini ialah
penggunakan berupa :
a. Observasi
Tehnik pengumpuln data menggunakan tehnik observasi memiliki

pengertian yaitu suatu teknik pengumpulan data oleh peneliti dengan

%% | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Kencana prenada Media,
Jakarta, 2016, him. 142-143

%% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 106

%% Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Uir Pres,
Pekanbaru, 2017, him. 13.
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langung terjun ke objek penelitian dengan pengamatan, catatan tentang
objek penelitian.**

Berdasarkan pendapat ahli yang bernama Nana Sudjana pengertian

€, ©
)
%

"\\_\ [ 0

)

&
e
ﬁ,
s
"

tanya jawab yang dilakukan secara lisan, proses tanya jawab ini
dilakukan secara satu arah, artinya setiap jawaban wawancara
diberikan oleh orang yang diteliti dan pertanyaan wawancara diberikan

oleh peneliti.

' Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi (Jakarta:

Rineka Cipta,2018), him.104.

him.46

*2'S. Nasution, Metode Research ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him.128
** Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta:LP3ES,2015),
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Hopkins memiliki pendapat bahwa proses suatu wawancara adalah
bentuk kegiatan dimana memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan

tertentu didalam sebuah kelas apabila dilihat dari sebuah sudut

keterangan
sistematis (struktur).
sebuah cara dalam
mengumpulkan semua analisa yang dibuat memakai sistim interview
secara jumpa langsung, sepihak, lisan, serta arah tujuan yang telah
ditentukan.
Metode interviewer dilaksanakan oleh penulis 2(dua) cara,
pertama langsung mendatangi obyek penelitian. Tehnik wawancara

yang digunakan untuk metode pengumpulan data ini, maka peneliti
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sangat memugkinkan untuk memperoleh data-datayang akurat, murni.
Kedua wawancara adalah cara mendapatkan informasi sistim Tanya
jawab langsung ke informan. Wawancara adalah kegiatan dari sebuah

dapat

. ; 1gan cara mempelajari keputusan-
\

keputusan dari inste arkait, perundang-undangan, serta

literatur-literatur.

7. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif ini diawali
dengan pengumpulan data dengan menggunakan instrument penelitian,

setelah data terkumpul dilakukan pengkodean, selanjutnya penyajian data
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dengan mengklasifikasinya, kemudian proses analisa serta diakhiri dengan

penarikan kesimpulan.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

inik Mamak, dan ketika itu Ninik
Mamak mempunyai Ulayat (Wilayah) Adat.**

Sehubungan dengan jalur transportasi darat yang belum ada
saat itu, masyarakat Simalinyang menggunakan pelabuhan

transportasi lintas sungai dimana pelabuhan tersebut menghubungkan

* Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,

Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang
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dua kerajaan, yaitu Kerajaan Gunung Sahilan ke Kerajaan Pelalawan

di Langgam (1725-1946).

Pada masa itu masyarakat Simalinyang dikenal oleh para

Desa Penghidupan memekarkan diri dari Desa Simalinyang. Desa
Simalinyang semakin berkembang dan menjadi Ibu Kota Kecamatan
Kampar Kiri Tengah pada Tahun 2006 sampai dengan saat sekarang
ini

Wilayah Desa Simalinyang merupakan wilayah hukum yang

berada di Kecamatan Kampar Kiri Tengah kabupaten Kampar.
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Secara Geografis daerah ini merupakan dataran tinggi. Apabila

dilihat dari luas wilayah, Desa Simalinyang memiliki luas 8.970 Ha.

Desa Simalinyang memiliki 8 (delapan) lembaga desa, yakni : BPD,

Sebelah Barat : Desa Penghidupan/Lubuk Sakai

Sebelah Selatan : PT. RAPP
Sebelah Utara : Desa Mayang Pokai/Lubuk Sakai
Sebelah Timur : Desa Sungai Petai/Rantau Kasih

4. Jumlah Penduduk Desa Simalinyang
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Adapun jumlah penduduk yang tinggal Desa Simalinyang
berjumlah 3.639 jiwa. Dengan rincian sebanyak 1.887 jiwa berjenis

kelamin laki-laki, 1.752 jiwa berjenis kelamin perempuan. Agar tidak

\lo‘

D

L
2
&
r
-
P

berjumlah 1.063 jiwa. Stat endidikan masyarakat tamatan SD
sederajat berjumlah 1.006 jiwa. Status Pendidikan masyarakat
tamatan SMP berjumlah 569 Jiwa. Status Pendidikan masyarakat
tamatan SMA berjumlah 485 jiwa. Status Pendidikan masyarakat

belum tamat SD sederajat berjumlah 373 jiwa. Status Pendidikan

masyarakat tamatan Diploma I/ Strata 1 berjumlah 76 jiwa. Status
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Pendidikan masyarakat tamatan Diploma Il1/Sarjana Muda berjumlah

36 jiwa. Status Pendidikan masyarakat tamatan Diploma I/l

berjumlah 28 jiwa. Status Pendidikan masyarakat tamatan Strata Il

SD sederajat 73
trata | 76
irjana Muda 36
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P8

2 <z
Q@““

jiwa. Paraji sejumlah an sejumlah 1 jiwa. Pembantu

rumah tangga sejumlah 1 jiwa. Ustadz sejumlah 1 jiwa. Kepala Desa
sejumlah 1 jiwa. Buruh nelayan sejumlah 1 jiwa. Agar tidak terjadi
kebingungan dapat dilihat dari tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Simalinyang

» PEKERJAAN ALAH
vekerja 111
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65

48

mah Tangga

Siswa

mah Tangga

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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Sumber Data : Kantor Desa Simalinyang 2021

elompok umur 50-54

AL

tahun sejumlah 179 jiwa

W

ur 55-59 tahun sejumlah 134
jiwa. Kelompok umur 60-64 tahun sejumlah 87 jiwa. Kelompok
umur 65-69 tahun sejumlah 67 jiwa. Kelompok umur 70-74 tahun
sejumlah 36 jiwa. Kelompok umur 75-79 tahun sejumlah 27 jiwa.
Kelompok umur 80-84 tahun sejumlah 18 jiwa. Kelompok umur 85-
keatas sejumlah 11 jiwa. Agar tidak terjadi kebingungan dapat dilihat

dari tabel 6 dibawah ini :
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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8. Penganut Agama Masyarake
Adapun penganut agama masyarakat di Desa Simalinyang adalah
sebagai berikut : penganut agama Islam berjumlah 3.433 jiwa.
Penganut agama Kristen berjumlah 200 jiwa. Penganut agama
Katolik berjumlah 6 jiwa. Agar tidak terjadi kebingungan dapat
dilihat dari tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7 Penganut Agama Masyarakat Desa Simalinyang
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AMA ALAH

433

Arab p
Zawaj
maupun

Islamic |

'a

"\

e

dalam bahasa

<

Pernikahan penyatuan dua jiwa menjadi sebuah

keluarga melalui akad perja oleh agama. Oleh karena itu pernikahan

menjadi sebuah upacara yang agung dan sakral. Menurut Imam Syafi“i*®

, pernikahan
adalah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri

dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Hanafi yaitu

% Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modren, Graha Ilmu, Yogyakarta:
2011, him. 3

% Abdul Aziz Dahlan, 2001, Ensiklopedia Hukum Islam, jakarta: ichtiar Baru van Hoeve, hal.
132
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AP disay yepepe

akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang

laki-laki dan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara“.*’

membutuhkan datu sama lain dan dapat menjadi teman hidup dalam membina

bahtera rumah tangga.*
Pengertian pernikahan menurut arti kata dalam bahasa arab adalah bersatu,

berkumpul, dan berhubungan. Yaitu merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan

*" 1bid, hal. 133

% Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam
,1992), him. 20

¥ Slamet Abidin dan H. Aminuddun.. Figih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia; 1999),
him.11-12
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oleh dua orang yakni suami dan istri. Sedangkan pengertian pernikahan menurut

Mahmud Yunus yang terdapat dalam kitab kamus bahasa arab indonesia adalah nikah

” ” u

berasal dari kata “nakaha” “yankihu” “nikdhan” yang artinya menikahi.*’

i antaranya adalah:

syara’
an perempuan
an laki-laki.**
menurut istilah
kum kebolehan

kata-kata yang

awinan di atas bahwasannya

perkawinan mengandung aspek akibat hukum  melangsungkan
perkawinan yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan

mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong

0 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan penerjemah
alquran,1973), Cet. Ke-1, 467
M https://kbbi.web.id/nikah, di Akses Tanggal 09 Desember 2021.
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karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya

terkandung tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam,

S
=
<
=
ykal i i
& gka dari pada tujuan
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mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Setiap pasangan yang telah
menikah pasti mempunyai keinginan untuk mendapatkan anak/keturunan.

Kehidupan rumah tangga belum sempurna, tanpa hadir nya anak, meskipun

telah hidup berkecukupan. Keinginan untuk mendapatkan keturunan ini

42 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta: 2009, him.
46.

* Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan1, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 38.
“ Ibid., him. 47
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disebabkan anak-anak itulah yang diharapkan dapat membantu ibu dan
bapaknya pada hari tuanya kelak. Anak-anak juga merupakan penyelamat yang
dapat membantu ibu dan bapaknya di kemudian hari nanti. Anak-anak yang

iksaan orang tua di akhirat

kebutuhan biologis tetap menjaga kehormatan. Manusia bisa saja
mencari pasangan atau lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi
ia akan kehilangan kehormatannya. Dengan pernikahan kebutuhan biologis

terpenuhi dan kehormatan terjaga
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Adapun hikmah dalam melakukan hubungan perkawinan yaitu sebagai

berikut:*®

a. Bahu membahu antara suami istri.

Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat
materil adalah persyaratan yang berkenaan dengan calon mempelai yang hendak
melangsungkan perkawinan dan diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

> Asril, “Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto
Kampar Hulu Kabupaten Kampar”, Jurnal Hukum dan Ham, Fakultas Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Indonesia, Vol. IX, No. 2 Juli-Desember 2012, him. 133
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Mahar menurut Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam adalah

“Pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik

berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum

C.

yang sudah berkemauan dan berkeinginan adalah wajib.
Sunnah
Hukum pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang yang telah mempunyai
kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi
dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi
orang tersebut adalah sunnah.

Mubah
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Hukum pernikahan menjadi mubah ketika seseorang yang telah mempunyai

kemauan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan kemudian ada orang

lain yang ingin menikah dengannya dengannya.

nyai keinginan dan
ntuk melaksanakan

apabila melangsungkan

Hukum adat adalah bagia ukum yang berasal dari adat
istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan
oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan
berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan
hukum dalam masyarakat indonesia. Pengaturan tata tertib

masyarakat oleh hukum adat ini mengidentifikasikan, hukum adat

mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar.
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Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang

dalam pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama, sebagaimana

Soepomo memandangnya sebagai hukum tidak tertulis dan

-
sosil bere
‘.ﬁ‘

nanusia serta

e
(pemelihara) di muk .
3. Pernikahan Adat

Batasan hukum perkawinan adat di sini adalah aturan-aturan
hukum adat yang di sini adalah aturan-aturan hukum adat yang

mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran,

upacara perkawinan dan putusannya perkawinan dan putusnya

% YuU. Hamidy, Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru:
2014, him. 74.
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perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan itu berbeda menurut adat-

istiadat, agama, dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya, dan

perubahan adat itu sesuai zamannya.

dari daerah pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembang terus
hingga berdirinya propinsi Riau.

Pada masyarakat Limo Koto yang mana Desa Simalinyang
termasuk dalam wilayah adat Limo Koto di bawah wilayah

Kenegerian Kampar masuk ke dalam propinsi Riau, sementara ia

memiliki budaya Minangkabau yang matrilinial, sedangkan budaya
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melayu patrilinial. Kesulitan yang timbul adalah penyebutan nama

bagi komunitas tersebut. Apakah disebut melayu atau minang.

Tidak dapat disebut orang Melayu secara keseluruhan adalah

nilai-nilai yang tidak sesual dengan tata nilai Islam dibuang. Di
sinilah letaknya makna ungkapan: adat bersendi syara’, syara’
bersendi kitabullah, syara’ mengatakan dan adat memakai.

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi dipraktekkan sesuai
dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk

rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan
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adat, yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dari

sisi prinsip-prinsip immaterial, peranan Islam sangat dominan,

karena hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup

masyarakat Desa Simalinyang masih memegang pola gotong
royong dan musyawarah. Walaupun pola yang pertama telah
mengalami penurunan pada sebagian orang namun pola yang kedua
masih tertanam kuat untuk segala sesuatu yang akan dilaksanakan.

Seperti musyawarah sebelum membangun rumah, khitanan anak-
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kemanakan, pernikahan, dan termasuk dalam pembagian warisan.
Sesuai dengan pepatah adat:

Kok bulek la bulio di golekkan
Kok picak la buliodixla

hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan,

baik untuk sifatnya perdata atau pidana. Hukum pidana adat atau
hukum pelanggaran adat ialah aturan hukum adat yang mengatur

peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya

*” Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,
Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.
“® Erdianto. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Alaf Riau. Pekanbaru. 2010 him. 62
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keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (di hukum)

agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.*®

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan

masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang
digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa,
karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai
yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling

memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui

“ Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta. Bandung. 2009, him. 134
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pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan

harmonis diantara para pihak, karena pada hakekatnya neraca

keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya

sehingga masyarakat yakin dan juga merasa damai dan adil dalam

penyesaian kasus secara adat.

D. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Sesuku

1. Pengertian Pernikahan Sesuku

%0 Elmayanti, Fakultas Hukum, Universitas Riau,Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November
2017
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Masyarakat Desa Simalinyang menarik garis keturunan menurut

garis ibu (matrilineal). Seseorang yang lahir dalam suatu keluarga

akan masuk dalam kelompok kerabat ibunya, bukan kelompok

menikah dengan saudara kandung. Namun begitu pada masyarakat
pedesaan aturan-aturan tersebut masih menjadi pedoman hidup.
Berbicara mengenai adat istiadat perkawinan, berarti berbicara
tentang keturunan, karena perkawinan memiliki tujuan salah satunya
untuk meneruskan garis keturunan.

2. Penyebab Adanya Perkawinan Sesuku
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Penyebab terjadinya perkawinan sesuku adalah :
a. Karena hamil pra nikah, kasus perkawinan sesuku ini terjadi karena

mereka hamil sebelum menikah, kawin sesuku ini bukanlah kawin yang

hanya melanggar aturan

.a . nggaran agama

terjadinya perkawinan sesuku.
d. Meningkatnya pernikahan sesuku ini berkiblat pada dunia barat
(weternisasi), masyarakat menilai weternisasi dapat mempengaruhi pola
pikir masyarakat yang beragam, masyarakat belum siap menerima
perubahan. Namun weternisasi ini tergantung kepaad masyarakat itu

sendiri menerimanya, apakah masyarakat itu dapat menyaring atau tidak.
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e. Ringannya Sanksi yang diberlakukan oleh ninik mamak atau pemangku
adat.

3. Penyebab Adanya Aturan Adat Mengenai Larangan Perkawinan Sesuku

'ﬁ‘

nilai yang baik d

h. Anak kemenakan telah mengikuti adat istiadat yang baik.**

E. Tinjauan Umum Tentang Sanksi

1. Pengertian Tentang Sanksi

> Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,
Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.
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Dalam kamus praktis moderen bahasa indonesia, menurut Elha
Santoso sanksi  berarti  hukuman, tindakan paksaan atas

pelanggaran.®® Hukuman yang seperti ini dinamakan dengan

ang bersifat

ksi) dan

ah untuk

harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang
melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa:

“seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”. Terakhir,

%2 Elha Santoso, Kamus Praktis Moderen Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pustaka Dua
Surabaya, tanpa tahun), h.362.

53 M. Nurul Irfan dan Masyrofah,. Figh Jinayah, cet ke-1, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 136.

> Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 4cet ke 1,, (Mataram: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 389.

* A.Djazuli, Figh Jinayah, cet ke-3, (Jakarta: PT . Raja Grafindo, 2000), h.25
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hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua

orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.>®

. Tujuan (Hikmah) Sanksi

mencapai

demikian

perbuatan.
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada
kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki

beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya,

% 1bid, h. 26

57



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya

hukuman, maka hukumannya diperingan.

c. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan

dari terjatuh kedalam tindak pidana. Disamping itu harus diusahakan
menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam
masyarakat berdasarkan konsep sadz al dzariah (upaya menutup jalan

dari terjadinya kejahatan).®’

* 1bid, h. 27.
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mempertahankan garis keturunan mereka. Melihat kepada hakikat

perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan
perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka
dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu boleh atau
mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan

sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu
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hanya semata mubah. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad

perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad

perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki menjadi mubah.>®
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orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara

seorang dengan saudara neneknya.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Figh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, him. 43.
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3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak

tiri.

4. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak

anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan mendapat konsekwensi,
karena sanksi yang kadang-kadang secara tidak lansung dikenakan. Misalnya,
pada masyarakat yang melarang terjadi perceraian, apabila terjadi perceraian
maka tidak hannya yang melakukan perceraian itu saja yang akan mendapatkan
sanksi dan pandangan negatif dari masyarakat, tetapi seluruh anggota keluarga.

Prisnsip matrilineal yang dianut masyarakat Desa Simalinyang Kecamatan
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Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa setiap anggota
suatu keluarga adalah berasal dari keturunan seorang ibu atau keturuan, inilah
yang menghubungkan tali persukuan.

Masyarakat Desa..Simalinyang.~Kecamatan . Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar menarik garis keturunan menurut garis ibu (matrilineal).
Sesearang yang lahir dalam, suatu, Keluarga akan masuk dalam kelompok kerabat
ibunya, bukan kelompok kerabat ayahnya. Bagi seorang anak, kaum kerabat dari
pihak ayahnya disebut bako. Seorang ayah berada di luar kelompok kerabat istri
dan anakanaknya. Menurut adat seorang perempuan tidak meninggalkan rumah
keluarganya setelah menikah. Sementara seorang laki-laki bila menikah tidak
tinggal di rumah istrinya, melainkan tetap tinggal dalam rumah keluarganya.

Masyarakat pada dasarnya memiliki larangan-larangan tersendiri yang
harus dipatuhi oleh anggeta masyarakatnya dalam perkawinan. Dalam masyarakat
tertentu, salah satu bentuk aturan adat dalam hal perkawinan yang sering menjadi
perbincangan dalam masyarakat adalah adanya larangan perkawinan sesuku yang
merupakan suatu bentuk perkawinan yang mana kedua mempelainya berasal dari
suku yang sama. Dalam masyarakat perkotaan, larangan-larangan semacam itu
hampir sudah tidak ada lagi kecuali larangan untuk menikah dengan saudara
kandung. Namun begitu pada masyarakat pedesaan aturan-aturan tersebut masih
menjadi pedoman hidup. Berbicara mengenai adat istiadat perkawinan, berarti
berbicara tentang keturunan, karena perkawinan memiliki tujuan salah satunya

untuk meneruskan garis keturunan.
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Kawin sesuku bagi Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar masih tabu dan sangat sakral untuk di langgar. Mereka yang

mencoba kawin sesuku akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi yaitu,

masyarakat Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten
Kampar yang melakukan perkawinan sesuku tersebut dilarang dengan alasan akan
memberi dampak negatif bagi kehidupan setiap individu masyarakat yang
melanggar adat tersebut. Pada dasarnya seseorang akan mampu hidup

bermasyarakat apabila ia telah mengetahui adat di dalam masyarakat. Bagi orang

yang melanggar adat akan disisihkan dari pergaulan masyarakat dan istilahnya

63



“dibuang sepanjang adat”. Artinya, ia tidak diikutsertakan dalam kegiatan
kemasyarakatan dan tersisih seorang diri.

Dampak perkawinan satu suku yaitu dibuang sepanjang adat sangat
berpengaruh_sekali terhadap.kehidupan pelaku di dalam.masyarakat, terutama di
dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan dari kaum serta menerima berbagali
cemoohan di lingkungan_ tempat tinggalnya. Faktor cinta pendorong utama bagi
setiap ‘Individu dalam melakukan perkawinan satu suku. Sehingga perkawinan
satu suku ini semakin banyak dalam masyarakat, seiring dengan tingkat
pendidikan masyarakat yang semakin tinggi dengan pemikiran yang rasional dan
faktor ekonomi juga menjadi alasan penyimpang terjadi serta pengaruh budaya,
yang semakin kuat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Pandangan masyarakat terhadap perkawinan sesuku mendatangkan
berbagai pengaruh buruk dalam kehidupan, keluarga dan pelaku kawin sesuku
secara berlebihan sehingga dilarang karena masyarakat memiliki aturan adat yang
sudah berakar dihati masyarakat. Oleh karena itu orangtua sangat berperan
penting dalam menjaga anak-anaknya, agar anak-anaknya tidak melakukan hal
yang tidak diinginkan,seperti melakukan perkawinan sesuku. Apalagi jika
anaknya tersebut melakukan perkawinan sesuku tersebut, maka akan berdampak
juga bagi keluarganya yang pada akhirnya akan menjadi aib di keluarga dan
menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Perkawinan sesuku dimaksudkan
dengan perkawinan satu keturunan yang berasal dari satu rumpun suku ataupun

berbau suku yang sama.
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Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada

aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan

melakukan perkawinan sesuku yang ada pada masyarakat hukum adat Desa

seperti bodoh dan cacat. meskipun hukum islam mengatakan hubungan darah
hanya sampai tujuh keturunan akan tetapi dalam hukum adat hubungan darah
berlaku selamanya.

3. Pergaulan yang sempit Perkawinan sesuku dianggap hanya mempersempit

pergaulan karena perkawinan yang dilangsungkan hanya dalam satu

% Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,
Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.
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kelompok atau dalam satu suku saja. Perkawinan sesuku ditakutkan akan
mengurangi hubungan sosial antara suku yang satu dengan yang lainnya.

4. Bisa memutus tali persaudaraan Perkawinan sesuku yang apabila dilakukan
ditakutkan<dikemudian-hari_akan menyebabkan putusnya tali persaudaraan
dalam suku tersebut. Karena dalam hubungan rumah tangga tidak jarang
terjadi pertengkaran _yang 'berakhir ©engan perceraian sehingga nantinya
hubungan yang tidak lagi harmonis menyebabkan suatu suku terpecah belah.

5. Memutus garis keturunan Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus
dari sukunya akan kehilangan hak secara adat dikarenakan orang tua yang
telah dikeluarkan dari sukunya sebagai akibat dari perkawinan sesuku.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan
yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum vyang telah
ditetapkan = merupakan, . perbuatan  menyimpang ~yang  menimbulkan
ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk
menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk
mengembalikan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat hukum. adat" Desa.Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri
Tengah Kabupaten Kampar menjalakan aturan-aturan adat istiadat yang berlaku
selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melanggar suatu ketentuan adat
maka akan diberikan sanksi adat, termasuk pelanggaran melakukan perkawinan
sesuku yang jelas dilarang oleh Hukum Adat Kampar yang berlaku di Desa

Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
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Melalui hasil wawancara penulis dengan Datuk Lelo dari suku Lelo

menjelaskan bahwa ada beberapa jenis hukum adat dan sanksi adat yang diterima

apabila melanggar hukum adat yaitu:*

Pisoko artinya haroto atau harta seperti tanah ulayat. Melanggar hukum adat Pisoko
akan dikenakan sanksi adat dengan membayar denda satu ekor
kambing atau dalam istilah adat bakandang kambiong, seperti

pelaksanaan pesta perkawinan yang diadakan tentunya dengan

* Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,
Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.
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berbagai acara hiburan seperti beroguong ataupun berorgen maka

pihak keluarga harus memberitahukan kepada ninik mamak kampung

mengenai hiburan tersebut. Apabila kelurarga lupa memberitahukan

cara mengadakan acara bakampuong. Pelaku perkawinan sesuku
melanggar hukum adat soko yang artinya pelanggaran yang
dilakukan membuat malu Ninik Mamaknya sendiri dalam artian
jabatan atau soko yang dibawa oleh mamaknya sudah tercoreng
sehingga pelanggaran ini termasuk kedalam pelanggaran berat

hukum adat dan sanksinya adalah dibuang kabukik nan tido buayu ka
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lugha nan tido buangin yang artinya diusir dari kampung dan tidak
boleh lagi kembali menetap dikampung sampai kapanpun. Denda

satu ekor kerbau yang dimaksud adalah untuk memperbaiki

K
D
-
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c
e
w

keutuhan bersama. Hal ini kelihatan pada kopiah atau daster penghulu Ninik
Mamak di daerah Kampar. Ketiga unsur itu adalah:
1. Pemuka adat, penghulu atau ninik mamak, monti, dubalang, malin, siempu,

pemuda dan cerdik pandai, cendikiawan, yang disebut kapak gadai.
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2. Alim ulama seperti khadi negeri, imam, bilal, khatib, dan siak mesjid, yang

berperan memelihara keutuhan hukum syarak dengan sendi adat bersendikan

syarak, syarak bersendikan kitabillah.

3. lembaga
sesuku di Desa
Simalinyang Kecamatan K - en Kar ar adalah dengan

cara b : S q Desa Simalinyang
Kecama 3 jah Ka m Ninik Mamak, Alim
Ulama, Pemerinta ata al_de adat tali berpilin tiga.

Prosesn

’.Q ‘ awinan sesuku diharapkan membawa
kemenakannya yang - S an sesuku dan keluarga terkait untuk
ikut bermusyawarah. Jika pihak keluarga tidak hadir maka rapat nagari akan
tetap dilanjutkan.

3. Musyawarah dipimpin langsung oleh Datuk Lelo Selaku Pucuk Adat Desa

Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

81 \Wawancara dengan Zamri Kepala Desa Simalinyang, Hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022,
Bertempat di Desa Simalinyang.
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4. Selama musyawarah atau rapat berlangsung para Ninik Mamak, Alim Ulama,

Kepala Desa akan berembuk bersama untuk memtuskan apakah benar

perkawinan sesuku telah terjadi dan sanksi apa yang akan diberikan.

Kabupaten Kampar :
“ Dari kurun waktu tahun 2017-2021 di Desa Simalinyang Kecamatan
Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, terdapat 5(lima) pasangan

suami istri yang melakukan pernikahan satu suku atau satu marga.

Kelima pasangan suami istri tersebut telah dijatuhi sanksi adat berupa
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diusir dari Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten

Kampar.”®

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Sanksi adat terhadap

Tapi kami tetap melakukan perkawinan tersebut. Karena kami
beranggapan sekalipun melanggar adat, yang penting tidak bertentangan
dengan syariah islam. Sekarang kami tinggal di Desa Pongkai Kecamatan

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. ™

82 Wawancara dengan Zamri bergelar Kepala Desa Simalinyang, Hari Senin, Tanggal 23 Mei
2022, Bertempat di Desa Simalinyang.

8 Wawancara dengan Andi Lelo dan Khadijah Lelo, Pelaku Perkawinan Sesuku di Desa
Simalinyang Hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, Bertempat di Desa Pongkai
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B. Hambatan dalam Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Satu

Suku atau Satu Marga (studi di Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah

\g\ 2 0

seimbang

SwAENAY

A
QD
3
e)
=S
‘é q
=3
RS
.
QD
=3
@
3
QD
2
:

ang oleh Hukum Adat

Kampar Kiri Tengah

Hukum Adat Kampar menganut sistim perkawinan secara eksogami yang
masyarakat nya dalam menarik garis keturunan berdasarkan sistim matrilineal,
seperti halnya terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Sistim perkawinan
seperti ini dimana seseorang dilarang melakukan perkawinan semarga atau
perkawinan sesuku. Apabila terjadi perkawinan sesuku, maka pelaku perkawinan

ini akan diadili dan dijatuhi sanksi adat dan terlebih dahulu dimusyawarahkan
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olenh Ninik Mamak, namun sebelumnya ninik mamak harus menyelidiki dan
mempunyai fakta yang kuat tentang kesalahan kemanakannya. Setelah terbukti
bahwa kemanakan nya itu telah melakukan perkawinan sesuku barulah sanksi
diputuskan.®*

Menurut Hukum Adat Kampar mereka yang melakukan perkawinan
sesuku diberikan sanksi . adat| ‘dengan ‘cara ,musyawarah antara seluruh tokoh
penting seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemerintahan Desa atau lebih
dikenal dengan adat tali berpilin tiga. Sanksi adat terhadap pelaku perkawinan
sesuku ini_adalah dengan membayar denda satu ekor kerbau atau dalam istilah
adat bakandang kobau dan diusir dari kampung. Kerbau tersebut akan diberikan
kepada kampung. Biasanya pihak keluarga akan melakukan permintaan maaf
dengan cara mengadakan acara bakampuang. Menurut Adat Kampar pelaku
perkawinan sesuku melanggar Hukum Adat .Soko yang artinya pelanggaran yang
dilakukan membuat malu Ninik Mamak nya sendiri dalam artian jabatan atau
soko yang dibawa oleh mamaknya sudah tercoreng sehingga pelanggaran ini
termasuk kedalam pelanggaran berat hukum adat dan sanksi nya adalah dibuang
kabukuik nan tido buayu ka.lugha nan.tido buangin yang artinya diusir dari
kampung dan tidak boleh lagi kembali menetap di kampung sampai kapanpun.

Denda satu ekor kerbau yang dimaksud adalah untuk memperbaiki
kesalahan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan sesuku yang dianggap telah
membuat malu kelompok suku dan jabatan yang dibawak oleh Ninik Mamaknya

atau dalam istilah adat dikenal dengan mambolo soko. Jika denda ini tidak dibayar

* Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,
Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.
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maka keluarga atau suku yang bersangkutan akan dikucilkan dan tidak dianggap
dalam kehidupan beradat. Demikian pula halnya dengan masyarakat Hukum Adat

Suku Lelo di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten

pun keturunannya

eluarkan pendapat

)i yang melakukan

dikeluarkan dari.

dilakukan yaitu : %
1) Salah satu keluarga laki - laki atau keluarga perempuan harus mencari suku di
kenagarian lain diluar Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Kabupaten Kampar.

® Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,

Hari Minggu, Tanggal 22 Mei 2022, Bertempat di Desa Simalinyang

® Ibid.
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2) Jika mereka tetap ingin melaksanakan perkawinan sesuku dan mencari suku
masih didalam Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten
Kampar maka mereka harus menebus adat, yaitu bagi pihak laki laki didenda
dengan menjamin satu-ekor kerbau,.dan pihak perempuan dengan segantang
beras, kemudian seluruh ninik mamak dari Desa Simalinyang Kecamatan
Kampar Kiri Tengah. Kahupaten-Kampar yang ada di Desa Simalinyang
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar diundang lalu
diumumkanlah kepada yang hadir bahwa mereka telah melakukan kesalahan
adat dan dikeluarkan dari anak kemenakanya serta seluruh harta soko pisoko
(harta warisan) tidak dapat bagian, jika salah satu Ninik Mamak dari kelima
suku yang ada di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah
Kabupaten Kampar tersebut tidak diberitahukan dan diundang maka perlu
diwajibkan menyembelih seekor sapi_lagi sehingga semua Ninik Mamak
dapat menghadiri nya. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi penduduk
setempat yang menghadiri acara tersebut sehingga diharapkan perkawinan
sesuku ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Menurut penjelasan saudara Siompu bergelar Datuk Lelo bahwa sanksi
adat yang masih diterapkan sampai sekarang ini hanya berupa sanksiyaitu :°’

1) Pelaku akan terkucilkan dari masyarakat dengan sendirinya.

2) Pemuka pemuka adat tidak akan datang kerumahnya jika diundang dalam
acara acara yang dilakukannnya kecuali acara kematian. Sedangkan untuk

sanksi denda atau pengusiran dari kampung tidak ada lagi deterapkan

% Ibid.
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semenjak 20 tahun terakhir ini karena Ninik Mamak dan Penghulu Adat
merasa gamang dalam menerapkannya, karena bisa dianggap oleh pelaku

pelanggaran telah melakukan kriminal terhadap kebebasan individu yang

ang kepada anaknya
ereka. Dan  untuk

suku ini di Desa

Kabupaten Kampar, tidak dapat memberlakukan secara tegas sanksi — sanksi adat
yang telah ditetapkan oleh penghulu adat terdahulu terhadap pelaku perkawinan
sesuku. Hal ini memberikan bukti bahwa penerapan sanksi — sanksi adat terhadap
pelaku perkawinan sesuku pada Suku Lelo di Desa Simalinyang Kecamatan

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sudah mulai lemah. Melemahnya

% 1bid.

7



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

penerapan sanksi adat ini menurut analisa penulis bukanlah disebabkan oleh adat
itu sendiri tetapi disebabkan oleh pelaku adat, yang dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain:

1. Hukum a is.sehi i al ketentuan — ketentuan

sia yakni dengan

ak Asasi Manusia,

sanksi adat terhadap perkawinan sesuku ini dikawatirkan akan semakin
meningkat nya pelanggaran terhadap larangan tersebut apalagi pergaulan
remaja masa kini yang semakin bebas dalam menentukan pasangan hidup
mereka, tanpa mengindahkan norma — norma adat yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas mengambarkan bahwa dewasa ini para ninik

mamak suku lelo di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah
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Kabupaten Kampar melalui Ninik Mamak Suku lelo mengatakan bahwa, Adapun

penghambat Larangan pernikahan sesuku dari dulu hingga sekarang adalah

karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang adat istiadat yang ada di Desa

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

% \Wawancara dengan Saudara Siompu bergelar Datuk Lelo sebagai ninik mamak suku lelo,
Hari Sabtu, Tanggal 04 Juni 2022, Bertempat di Desa Simalinyang.
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Setelah peneliti mengidentifikasi mengenai larangan pernikahan satu
suku, untuk itu ditarik kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Pelaksanaan hukuman adat terhadap pelaku perkawinan satu suku di Desa

5.5 2 &

(¢

»
o )
ry
¢
()
[

1. Sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan satu suku maka Ninik
Mamak yang ada di Desa Simalinyang agar dapat memberikan sosialisasi
kepada masyarakat khususnya tentang peraturan adat mengenai larangan
perkawinan sesuku, Untuk itu akan timbulnya pemahaman dan ketaatan yang

mengakibatkan tidak ada lagi ditengah kehidupan masyarakat beranggapan
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bahwa peraturan adat tentang pantangan melakukan pernikahan sesuku yang
tidak sesuai lagi terhadap kemajuan era dunia ataupun melanggar HAM.

2. Ninik Mamak Suku Lelo Desa Simalinyang Ke. Kampar Kiri Tengah Kab.
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